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ABSTRAK 
 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana 
kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu 
atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu 
dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan 
hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat 
berupa akta otentik. 

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat 
bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai 
kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat 
bukti lain berupa akta notaris. Namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang 
dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Notaris 
yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat 
diterapkan beberapa sanksi diantaranya sanksi Administratif, sanksi perdata, 
sanksi pidana dan sanksi Kode Etik. Penerapan sanksi tersebut tidak dapat 
dilakukan secara bersama-sama, oleh karena sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri 
yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi tersebut.  

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber 
data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-
undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan notaris, al-Qur’an hadist, 
buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan 
penelitian Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap Pemalsuan Akta Otentik 
yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum Pemerintah, dan bagaimana 
pandangan Hukum Islam terhadap Pemalsuan tersebut. Kemudian apa sanksi dari 
pelaku pemalsuan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa, apabila ditinjau dari aspek 
Hukum Positif, praktik Pemalsuan Akta Otentik dibagi menjadi dua sub poin, 
pertama pertanggungjawaban pidana tersebut dilimpahkan kepada para 
pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengandung unsur yang 
bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana 
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1). Kedua, pertanggungjawaban 
pidana Pemalsuan Akta Otentik dilimpahkan kepada Notaris apabila Notaris 
membuat surat atau akta palsu, atau memalsukan surat atau akta berdasarkan pasal 
263 jo 264 KUHP. Jika di tinjau dari Hukum Islam Pemalsuan Akta Otentik sudah 
terjadi sejak zaman Nabi dan sahabatnya dan perbuatan tersebutpun dapat sanksi 
pidana berupa cambukan/penyiksaan dan penjara kemudian pengasingan, hal 
tersebut dilakukan karena dapat mendatangkan kerugian pada pihak lain serta 
termasuk dalam golongan perbuatan dosa besar.  

 
Kata Kunci: pemalsuan, akta otentik, notaris. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>‘ b be ب

 ta>‘ t te ت

 sa> s\ es (dengan  titik di atas) ث

 ji>m j je ج

 h{a>‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>‘ kh ka dan ha خ

 da>l d de د

 za>l z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>‘ r er ر

 zai z zet ز

 si>n s es س

 syi>n sy es dan ye ش

 s{a>d s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a>‘ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z{a>‘ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
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 - gain g غ

 - fa>‘ f ف

 - qa>f q ق

 - ka>f k ك

 - la>m l ل

 - mi>m m م

 - nu>n n ن

 - wa>wu w و

 - h>a> h هـ

  hamzah ’ apostrof ء

 - ya>‘ y ي

 

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap  

� !"#$%  Muta’aqqidain 

 Iddah‘  '!ة

 

3333.... Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata     

a. Bila mati ditulis 

  Hibah  ه()

 ( +,  Jizyah  

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis. 

 Ni’matulla>h   /#.) ا-

ا2345 زآ0ة    Zaka>tul-fitri 
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4. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fath}ah a A 

 ِ Kasrah i I 

 ُ D{ammah  u U 

 

5.   Vokal Panjang        

a. Fath}ah dan alif ditulis a> 

 Ja>hiliyyah   ,0ه67)

b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a> 

  8#9  Yas’a> 

c. Kasrah dan ya> mati ditulis i> 

 !6:%  Maji>d 

d. D{ammah dan wa>wu mati u> 

;2وض   Furu>d} 

 

6. Vokal-vokal Rangkap 

a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai  

<=>6?  Bainakum  

b. Fath}ah dan wa>wu mati au  

A@ل   Qaul  

 

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 A’antum أأ/$>

 <C2=D نE  Lain syakartum  
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8. Kata sandang alif dan lam  

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

  Al-Qur'a>n ا5"2ان

 Al-Qiya>s ا5"06س

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya. 

 ’<As-sama ا0.95ء

F.Gا5  Asy-syams 

 

9. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

Dapat ditulis menurut penulisannya.  

 {Z|awi al-fur>ud ذوى ا245وض

 Ahl as-sunnah   اهI ا95<)
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MOTTO 

 

 

 

 

“Sebutkan Alasanmu Memimpikan 

Sesuatu !! Maka, Kamu Akan 

Mencapainya” 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

على ين و اشرف الانبياء والمرسلىالصلاة والسلام علالحمد الله رب العالمين و

 صحبه اجمعيناله و
Alh}amdulilla>h puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga 

pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam 

dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah 

suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa 
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Nya, alh}amdulilla>h penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk 
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judul “Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Islam”. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan 

dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan 

Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan 

satu-persatu dalm kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik.Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan 

ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana 

kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum 

mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah 

perlindungan kepentingan manusia. Ketertiban dan keamanan dalam 

masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati 

peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-

peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat 

itu yang disebut pemerintah. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran 

(overtredingen), kejahatan (misdrijeven) dan sebagainya diatur dalam satu 

kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

yang disingkat “KUHP” 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan 

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau 

siksaan. 

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah: 

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-

lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-undang 

peraturan pemerintah, dan sebagainya. 
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2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa/raga, tubuh, kemerdekaan, 

kehormatan dan hak milik harta/benda.1 

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir Awdah:  

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير 

.ذلك
2 

 
Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan 

individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan 

pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas 

hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum 

dalam masyarakat. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, 

yaitu perlunya akta otentik. 

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan 

alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun 

nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan 

dukungan alat bukti lain, sehingga alat bukti surat berupa akta notaris. Namun 

                                                             
1 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986). hlm. 257 
 
2Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004). hlm. 2 
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notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut 

adalah benar atau suatu kebenaran.3 

Seperti dalam suatu kasus, pada suatu hari A datang ke notaris dengan 

membawa surat pendirian CV, dimana A (Direktur) dan B (Komanditer) 

adalah pendiri CV. A datang minta dibuatkan perubahan anggaran dasar CV 

bahwa CV tersebut ada perubahan pengurus, dimana ada pengurus yang 

keluar dan ada pengurus yang masuk, A mengatakan bahwa B ingin keluar 

dari CV tersebut dan digantikan oleh C, namun B sulit untuk datang ke kantor 

notaris, maka notaris memberikan saran harus ada surat kuasa dari B dengan 

A (yang menerangkan bahwa B memberi kuasa sepenuhnya kepada A untuk 

menghadap dan menandatangani akta perubahan AD CV). Setelah mendapat 

surat kuasa dari B, maka notaris membuat akta perubahan AD CV (dasar 

aktanya adalah surat kuasa tersebut yang telah ditandatangani B dan 

bermaterai cukup) suatu ketika B melapor ke kepolisian bahwa dia tidak 

pernah membuat surat kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut.4 

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris memiliki sarana 

kelembagaan yang seharusnya selalu dipatuhi, yaitu Kode Etik dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pedoman 

dengan rambu-rambu yang mengatur. Kode Etik Notaris merupakan kaidah 

moral yang penting dan perlu bagi notaris, maka Kode Etik tersebut wajib 

diterapkan oleh para notaris di dalam dan di luar tugas jabatannya. 

                                                             
3Ika Handa Yani, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses 

Penyidikan, (Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2010). hlm 11. 
 
4Ibid., hlm. 13 
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Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan 

tugas jabatannya dapat diterapkan beberapa sanksi diantaranya sanksi 

administratif, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik. Penerapan 

sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, oleh karena 

sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang 

diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian “Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris 

Dalam Perspektif Kriminologi Islam”.  

 

B. Pokok Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik pemalsuan akta 

otentik yang dibuat oleh notaris? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta otentik 

yang dibuat oleh notaris? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini, menganalisa tentang tindak pidana 

terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, yaitu: 

a. Mendeskripsikan status hukum Islam terhadap pemalsuan akta otentik 

yang di buat oleh notaris. 
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b. Mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai hukum Islam 

terhadap pemalsuan akta otentik tinjauan dalam kriminologi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah, hasil penelitian dapat memberikan sumbang pemikiran 

secara teoritik, dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang Hukum. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para pembaca dan dapat menjadi acuan dalam 

penyelesaian kasus pemalsuan akta otentik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Ima Erlie Yuana dalam tesisnya tentang Tanggung Jawab Notaris 

Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 

peneliti menggambarkan bahwa notaris sebagai pejabat umum (openbaar 

ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung 

jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat 

akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran 

materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku 

pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan 

menjadi empat poin, yakni: 

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 

terhadap akta yang dibuatnya; 
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2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam 

akta yang dibuatnya; 

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan 

kode etik notaris.5 

Nina Tania Rahayu dalam tesisnya yang berjudul Penerapan Sanksi 

Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum. Bahwa notaris yang ruang 

lingkup kewenangannya di bidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi 

pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi 

perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana dengan dakwaan 

pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tetapi sampai saat ini 

banyaknya Notaris yang tidak mengetahui atau memahami sanksi-sanksi yang 

akan mereka hadapi dalam kewenangannya membuat akta otentik, khususnya 

sanksi pidana karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya 

kurang jelas.6 

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya Lembaga Kenotariatan 

Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika memaparkan bahwa bagi notaris yang 

                                                             
5Irma Erlie Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya 

Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas 
Diponegoro, 2010). hlm 130 

 
6Nina Tania Rahayu, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Umum, (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Depok, Juni 
– 2010). hlm 7 
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melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan 

Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran 

tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang 

dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan 

pelanggaran Kode Etik dapat berupa: 

1. Teguran; 

2. Peringatan; 

3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 

4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.7 

Pada skripsi ini memiliki perbedaan dengan paparan-paparan yang 

telah disebut di atas, peneliti meneliti tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta 

Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam, dalam skripsi ini peneliti lebih 

memfokuskan pada kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris dan 

tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta otentik yang di buat oleh 

notaris tersebut. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Tindak Pidana 

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-

asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: 

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 
orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan 
dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib 

                                                             
7Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70. 
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dalam masyarakat”.8 Usman Simanjuntak, dalam bukunya “Teknik 
Pemeliharaan dan Upaya Hukum” mengatakan bahwa “Perbuatan pidana 
adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana”.9 
 

Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah 

“Perbuatan Pidana” dalam mengartikan Straff baar Feit, karena istilah 

perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan 

fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan 

pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat 

menimbulkan beberapa perbuatan pidana. Tindak pidana dapat dibeda-

bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). 

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 

(doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose 

delicten). 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana 

omisi (delicta omissionis). 

                                                             
8 Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 

2002), hlm. 14. 
 
9 Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1994), 

hlm. 95. 
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e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 

lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus. 

g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana 

propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi 

tertentu). 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana 

aduan (klacht delicten). 

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten), tindak 

pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang 

diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 

(gepriviligieerde delicten). 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta 

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 

terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 

antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan tindak pidana 

berangkai (samengestelde delicten). 

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak 

menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu 

bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung 

sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya 

sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, 

Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada 

dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut di pidana sebelum 

dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya 

Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat 

terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.10 

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang 

pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini 

dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 

diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 

sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. 

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan 

pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi 

berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu: 

                                                             
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 120. 
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a. Dalam hal percobaan, yang dapat di pidana hanyalah terhadap 

percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan 

pelanggaran. 

b. Mengenai pembantuan, yang dapat di pidana hanyalah pembantuan 

dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 

c. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan 

kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut 

hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang 

diancam pidana. 

d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus 

atau para komisaris hanya di pidana apabila pelanggaran itu terjadi 

adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota 

pengurus atau komisaris itu tidak di pidana. Hal ini tidak berlaku pada 

kejahatan. 

e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana 

terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, 

dan tidak pada jenis pelanggaran. 

f. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut 

pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek 

daripada kejahatan. 

g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah 

dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan 
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serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, 

hanyalah berlaku pada pelanggaran saja. 

h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam 

pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-

undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat di rampas. 

i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran. 

j. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari 

kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran. 

k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum 

Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 

l. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan 

antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang 

menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan 

perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran 

dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak 

pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya 

suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 

pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada 
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pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya 

perbuatan mengambil. 

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 

dan di pidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan 

akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti 

larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada 

wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak 

pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya 

wujud perbuatan. 

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak 

bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 

sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 

misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 

pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu 

belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang 

terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 

2. Pemalsuan 

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu 

karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan 

(illegal) / melanggar hak cipta orang lain. 
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Adapun macam-macam dari pemalsuan itu adalah: 

a. Sumpah dan keterangan palsu 

b. Pemalsuan mata uang, uang kertas Negara & uang kertas bank 

c. Pemalsuan meterai dan cap (merek) 

d. Pemalsuan surat 

e. Laporan palsu dan pengaduan palsu. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan masalah tentang 

pemalsuan surat. KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang 

kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan 

dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan 

masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada 

isi surat-surat. 

Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana: 

a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian 

utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian. 

b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau 

memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian 

palsu). 

c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain. 

d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.  

Seperti isi dari Pasal 263, yaitu: barang siapa membikin surat palsu 

atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 

perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat 
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menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 

dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, 

maka karena memalsukan surat, di pidana dengan penjara selama-lamanya 

enam tahun.11 

Surat menurut Pasal 263 adalah segala surat yang ditulis dengan 

tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin tik dan lain-lain. Pengertian 

dan lain-lain ini memungkinkan surat otentik yang dibuat atau ditulis 

melalui proses komputer, sehingga data atau keterangan yang ada dalam 

media disket atau sejenisnya dapat digunakan. 

Seperti hadist riwayat Muslim: 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 

وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقا 

وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي 

رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله إلى النار وما يزال ال

  12.كذابا
 

Dan juga Pasal 264 yang bersalah melakukan pemalsuan surat, 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun apabila 

perbuatan itu dilakukan: 

 

                                                             
11KUHP Bab XII, Pemalsuan Surat, hlm 90. 

 
12 Muslim bin Al-Haj Ibn Muslim Al-Qusyiriy Al-Naisaburiy Al-Muslim, Shahih Al 

Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 230. 
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a. Pada akta-akta otentik 

b. Surat-surat utang atau sertifikat utang yang dikeluarkan suatu Negara 

Atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 

c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu 

perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai 

d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu 

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.13 

3. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN 

(Undang-Undang Jabatan Notaris).Artinya notaris memiliki tugas sebagai 

pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta 

kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.14 

Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris 

yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang 

dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak 

                                                             
13Ibid. 
 
14Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 

2010). hlm 13 
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yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak 

demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Kewenangan notaris, menurut pasal 15 UUJN adalah membuat 

akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta., semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh 

undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian 

yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik 

itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka 

yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk 

kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat statement, mengakui 

anak yang dilahirkan diluar pernikahan, menerima hibah, mengadakan 

pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan 

suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT 

(Perseroan Terbatas), Firma, CV (Comanditer Vennotschap) dan lain-lain 

serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan 
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perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain 

sebagainya. 

4. Perjanjian 

Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengan contract, 

dalam bahasa Belanda dengan verbintenis atau perikatan juga dengan 

overeenkomst atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan 

kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian.15 

Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan perjanjian kerja sama yang 

dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara satu pihak dengan yang 

lainnya. 

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum 

perikatan yang terdapat pada buku III KUHPerdata. Hal ini sesuai pula 

dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik 

karena persetujuan, baik karena undang-undang.  

Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu 

sumber dari perikatan di samping undang-undang. Perikatan adalah 

hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam 

lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan 

pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.16 Sedangkan pengertian 

perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: Suatu 

                                                             
15Supraba Sekarwati, Perancangan Kontrak (Bandung: Iblam, 2001), hlm. 23. 

 
16Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 1. 
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persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.17 

KUHPerdata yang menentukan bahwa segala perjanjian yang 

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Berlakunya sebuah perjanjian mengikat kepada para pihak 

sesaat setelah tercapainya kata sepakat. Asas ini dikenal dengan asas 

konsensual.18 Oleh karenanya perjanjian tersebut telah mengikat kepada 

semua pihak, maka perubahan ataupun penambahan hanya mungkin 

apabila disepakati oleh masing-masing pihak. 

Seperti halnya dalam hukum perdata, hukum Islam juga 

memberikan ketentuan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Tinjauan 

terhadap ijab kabul, s}igat akad serta ketentuan subyek dan obyek akad 

merupakan kajian dalam hukum Islam menentukan terhadap keabsahan 

suatu perjanjian. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara 

nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua 

segi.19 Yang perlu diketengahkan di sini adalah mengenai kebebasan 

dalam membuat sebuah perjanjian. Syariat Islam memberikan kebebasan 

kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, 

tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. 

                                                             
17Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.338 31R. Subekti, 
Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 128  

 
18I. G. Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, (Bekasi: Kesaint 

Blanc, 2004), hlm. 35. 

 
19Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2004). hlm 43 
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5. Akta Otentik 

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat 

sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang membuat tanda-

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran 

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti 

tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan yang merupakan 

akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut 

menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Membuat akta otentik 

inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.20 

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, 

yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat 

digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. 

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut atau berasal dari pasal 

1869 KUHPerdata. Keharusan membuat tandatangan untuk membedakan 

antara surat satu dan lainnya. 

Berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan unsur dari akta otentik 

yakni: 

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk 

menurut hukum. 

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. 

                                                             
20I. G. Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, (Bekasi: Kesaint 

Blanc, 2004), hlm. 17. 
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3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang 

untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di 

tempat wewenang pejabat yang membuatnya. 

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti 

umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris dibedakan 

menjadi tiga macam kekuatan pembuktiannya, yakni:21 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah 

2. Kekuatan pembuktian formal 

3. Kekuatan pembuktian material 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan 

sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan 

perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan notaris, al-

Qur’an hadist, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk analisa normatif yaitu penelitian yang akan 

mengkaji penyelesaian suatu kasus dan akan dianalisa dari perspektif 

                                                             
21Ibid.,hlm. 19 
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hukum Islam. Dalam hal ini teori-teori hukum Islam yang berkaitan 

dengan kasus di lapangan. 

3. Data-data Penelitian 

Data-data penelitian dikelompokkan dalam: 

a. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data diklarifikasikan ke dalam: 

1) Data primer: 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung. 

2) Data sekunder: 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik 

berupa literatur, surat perjanjian dan sumber-sumber lainnya. 

b. Teknis perolehan data 

Adapun data-data lain yang terkait dengan tindak pidana 

pemalsuan akta otentik didapatkan melalui media dokumen yang 

terdapat di perpustakaan atau tempat lain yang mendukung. 

4. Teknik Pengelolaan Data 

a. Mengumpulkan dan mengamati data tersebut dari aspek kelengkapan, 

validitas serta relevansinya dengan obyek yang dikaji. 

b. Menganalisa data-data yang didapat dengan menggunakan teori yang 

bersumber dari al-Qur’an dan Hadist maupun hasil pengamatan 

sehingga memperoleh kesimpulan yang relevan. 
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5. Analisa Data 

Setelah data terkumpul, data dianalisa sampai pada kesimpulan 

akhir dengan menggunakan metode: 

a. Induktif  

Menganalisa data-data tentang pemalsuan akta otentik oleh 

Notaris dengan dalil-dalil yang ada relevansinya dengan hukum 

pemalsuan, baik yang bersumber dari al-Qur’an, Hadist, pendapat 

fuqaha, Fatwa Dewan Pengawas Syari’ah Nasional dan pakar hukum 

Islam untuk kemudian disimpulkan status hukumnya. 

b. Deduktif 

Mengadakan analisa dengan berangkat dari dalil-dalil al-

Qur’an, Hadist, pendapat fuqaha, fatwa dari dewan syari’ah nasional 

dan pakar hukum Islam terhadap pemalsuan akta otentik, sehingga 

dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan. 

6. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif, 

yaitu pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-

norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek 

penelitian dengan kaidah fiqh yang berlaku. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik 
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disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan penelitian 

ini: 

Bab Pertama, pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum 

untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dalam 

Islam yang meliputi, sejarah notaris, pengertian dan wewenang notaris, akta-

akta notaris, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum pemerintah, fakta 

dan contoh di lapangan terkait pemalsuan akta otentik, praktik pemalsuan 

surat atau akta dalam hukum islam, asas-asas pembuatan surat atau akta 

otentik dalam hukum islam.  

Bab ketiga yang meliputi, pemalsuan akta, bentuk-bentuk dan jenis 

pemalsuan akta otentik, motif dan tujuan memalsukan akta otentik, sanksi dan 

hukum tidak pidana pemalsuan akta otentik. 

Bab ke empat meliputi, analisis terhadap tindak pidana pemalsuan akta 

otentik dalam hukum positif, dan analisis terhadap pemalsuan akta otentik 

dalam hukum islam. 

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang mana 

kesimpulan ini nantinya merupakan jawaban dari pokok masalah pada Bab I. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ditinjau dari aspek hukum positif, praktik pemalsuan akta otentik 

dibagi menjadi dua sub poin, pertama, pertanggung jawaban pidana yang 

dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat 

mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini sesuai 

dengan ketentuan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1). 

Kedua, pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik dilimpahkan 

kepada notaris apabila notaris membuat surat atau akta palsu, atau 

memalsukan surat atau akta berdasarkan pasal 263. Dalam ketentuan Pasal 

263 KUHP disebutkan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana 

pemalsuan surat atau akta otentik adalah enam tahun penjara. Hal ini 

membuktikan bahwa praktik pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris, 

selain melanggar kode etik kenotariatan, juga merupakan tindak pidana yang 

cukup serius dan harus dihentikan. 

Sedangkan menurut hukum Islam, praktik penipuan dengan modus 

pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Pada saat itu 

praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut lebih banyak terjadi dalam 

aspek muamalah, karena jabatan kenotariatan pada saat itu belum ada. Selain 

itu penipuan tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar 

karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain. 
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Namun, dalam hukum islam selain Tindak Pidana Pemalsuan dapat 

dikatakan sebagai dosa besar, pelaku dari tidak pidana tersebut dapat dijatuhi 

hukuman sebagai mana yang telah nabi saw dan para sahabatnya lakukan 

yakni memberikan sanksi seratus kali cambukan kemudian dimasukkan dalam 

penjara, di cambuk lagi hingga seratus kali lalu dipenjarakan kembali dan 

dilakukan sebanyak tiga kali, dan kemudian diasingkan. Hal demikian 

dilakukan karena tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dapat 

merugikan pihak lain. 

 

B. Saran-Saran 

Dari pembahasan tersebut, muncul beberapa saran yang dapat 

dijadikan kontribusi ilmiah terkait dengan persoalan pemalsuan akta otentik 

oleh Notaris, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pengawasan terhadap kewenangan Notaris, khususnya dalam 

pembuatan akta otentik perlu ditingkatkan, karena Notaris sebagai pejabat 

negara mutlak memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat akta 

otentik. 

2. Bagi para Notaris hendaknya lebih mengutamakan kepentingan 

masyarakat dalam menjalankan kewenangannya, penulis melihat praktik 

kenotariatan selama ini cenderung lebih mengutamakan provit individu 

dari pada kepentingan bersama, seperti dalam masalah sertifikasi tanah 

yang saat ini biayanya sangat mahal. 
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3. Menurut hemat penulis, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana 

pemalsuan akta otentik yang tertuang dalam Pasal 263 KUHP, yaitu 

selama 6 tahun penjara, perlu dirubah dan ditambah. Karena praktik 

pemalsuan ini sangat rentan terjadi, baik dilakukan oleh Notaris maupun 

orang awam. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 
 

Lampiran I 
 

BAB Hlm Footnote Terjemahan 
2 2 Jinayah (tindak pidana) adalah perbuatan yang 

diharamkan oleh syara’ baik berupa perbuatan 
pidana terhadap jiwa, harta maupun yang lain 

I 

15 12 Telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin 
Numair telah menceritakan abu Mu’awiah dan 
Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu Kuraib 
menceritakan kepada kami abu Muawiyah 
menceritakan kepada kami, A’masy menceritakan 
Dari Abdillah ra. Berkata rasulullah bersabda: 
“hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada 
kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. 
Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan 
berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, 
maka dia dicatat Allah sebagai “s}adiq” dan 
hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta 
itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan 
membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa 
berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia 
dicatat oleh Allah sebagai “kaz\ab” 

50 58 Dari abu hurairah ra, berkata: “pada suatu ketika 
Rasulullah melewati tumpukan makanan {dipasar}”, 
lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam 
tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-
jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa 
begini hai penjual makanan?”, ”jawabannya” kena 
hujan ya rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak 
ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang ; 
siapa yang menipu tidak termasuk golonganku. 

50 59 Ibid, footnote 12, hlm. 15. 

II 

51 61 Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW. 
Bersabda, “tanda-tanda orang itu ada tiga: yaitu 
apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia 
berjanji dia inkar, apabila dia dipercaya dia khianat. 
(HR. Bukhari) 

93 102 Ibid, footnote 58, hlm. 50. 
93 103 Ibid, footnote 12, hlm. 15. 

IV 

94 105 Ibid, footnote 61, hlm. 51. 
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BIOGRAFI ULAMA 

 

A. Imam Muslim 

1. Sejarah Imam Muslim 

Imam Muslim adalah ahli hadits (perowi = periwayat) yang 

sangat masyhur di samping Imam Bukhori. Hadits-hadits yang 

diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga 

digolongkan dalam hadits shohih. Ia mempelajari hadits sejak kecil 

dan bepergian untuk mencarinya keberbagai kota besar. Banyak 

sekali ulama hadits memujinya, Ahmad bin Salama berkata:” Abu 

Zur’ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas orang lain dalam 

bidang mengetahui hadits shahih.” 

Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim 

bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. 

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. 

Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, 

Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara’a an Nahr, daerah-

daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia 

Tengah. 

Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan 

perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa Dinasti Samanid. 

Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota 

Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satu kota ilmu, 



 III  

bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia 

Tengah. 

Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadits tergolong 

luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman 

hafalan, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, 

Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad Dakhili, seorang 

ahli hadits di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal 

hadits dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam 

periwayatan hadits. 

Seperti orang yang haus, kecintaanya dengan hadits 

menuntun Muslim bertuangalang ke berbagai tempat dan negara. 

Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Muslim untuk 

mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadits. 

Dalam berbagai sumber, Muslim tercatat pernah ke 

Khurasan. Di kota ini Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya 

bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berguru kepada 

Muhammad bin Mahran dan Abu ‘Ansan. Pada rihlahnya ke 

Makkah untuk menunaikan haji 220 H, Muslim bertemu dengan 

Qa’nabi,- muhaddits kota ini- untuk belajar hadits padanya. 

Selain itu Muslim juga menyempatkan diri ke Hijaz. di kota 

Hijaz ia belajar kepada Sa’id bin Mansur dan Abu Mas ‘Abuzar. Di 

Irak Muslim belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah 

bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Muslim berguru kepada ‘Amr 
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bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk ke Syam, Muslim 

banyak belajar pada ulama hadits kota itu. 

Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Muslim, Baghdad 

memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhaddits ini berkali-

kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli hadits. Terakhir 

Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, Imam Bukhari 

berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim kesempatan ini 

digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam 

Bukhari. 

Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadits, Imam 

Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan 

puluhan ribu hadits. Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits 

pada Universitas Damaskus, Syria, menyebutkan, hadits yang 

tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, 

berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. 

Bila dihitung dengan pengulangan, lanjutnya, berjumlah 

sekitar 10.000 hadits. Sedang menurut Imam Al Khuli, ulama besar 

asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslim berjumlah 

4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. 

Jumlah hadits yang ditulis dalam Shahih Muslim merupakan hasil 

saringan sekitar 300.000 hadits. Untuk menyelasekaikan kitab 

Sahihnya, Muslim membutuhkan tidak kurang dari 15 tahun. 
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Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadits yang 

diriwayatkkanya selalu mengedepankan ilmu jarh dan ta’dil. Metode 

ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Selain itu, 

Imam Muslim juga menggunakan metode sighat at tahammul 

(metode-metode penerimaan riwayat). Dalam kitabnya, dijumpai 

istilah haddasani (menyampaikan kepada saya), haddasana 

(menyampaikan kepada kami), akhbarani (mengabarkan kepada 

saya), akhabarana (mengabarkan kepada kami), maupun qaalaa (ia 

berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai 

orang kedua terbaik dalam masalah hadits dan seluk beluknya 

setelah Imam Bukhari. 

Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yang sangat 

ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh beda dengan 

gurunya, Imam Bukhari. Dengan reputasi ini Imam Muslim oleh 

Adz-Dzahabi disebutan sebagai Muhsin min Naisabur (orang baik 

dari Naisabur). 

Maslamah bin Qasim menegaskan, “Muslim adalah tsiqqat, 

agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka (Imam).” 

Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawi juga 

memberi sanjungan: “Para ulama sepakat atas kebesarannya, 

keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan dan kepeloporannya 

dalam dunia hadits.” 
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Seperti halnya Imam Bukhari dengan Al-Jami’ ash-Shahih 

yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, Imam Muslim juga memiliki 

kitab munumental, kitab Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab 

hadits shahih karya Imam Muslim lainnya, Shahih Muslim yang 

memuat 3.033 hadits memiliki karakteristik tersendiri. Imam 

Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabaran hadits secara 

resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada 

setiap akhir dari sebuah pokok bahasan. 

Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu 

Zur’ah, salah seorang kritikus hadits terbesar, yang biasanya 

memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Lantas, 

Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan 

membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak 

pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan 

kriteria pribadi semata, dan hanya meriwayatkan hadits yang 

diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadits-hadits Muslim terasa 

sangat populis. 

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih 

unggul antara Shahih Muslim dengan Shahih Bukhari. Jumhur 

Muhadditsun berpendapat, Shahihul Bukhari lebih unggul, 

sedangkan sejumlah ulama Marokko dan yang lain lebih 

mengunggulkan Shahih Muslim. Perbedaan ini terjadi bila dilihat 
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dari sisi pada sistematika penulisannya serta perbandingan antara 

tema dan isinya. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari 

atas Shahih Muslim, antara lain, karena Al-Bukhari mensyaratkan 

kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai 

guru dan murid dalam hadits Mu’an’an agar dapat dipastikan 

sanadnya bersambung. Sementara Imam Muslim menganggap cukup 

dengan “kemungkinan” bertemunya kedua rawi dengan tidak adanya 

tadlis. 

Al-Bukhari mentakhrij hadits yang diterima para perawi 

tsiqqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun 

juga mengeluarkan hadits dari rawi derajat berikutnya dengan sangat 

selektif. Sementara Muslim, lebih banyak pada rawi derajat kedua 

dibanding Bukhari. Selain itu, kritik yang ditujukan kepada perawi 

jalur Muslim lebih banyak dibanding al-Bukhari. 

Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Shahih 

Muslim beralasan, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar, Muslim lebih 

berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya. Muslim juga 

tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab seperti yang 

dilakukan Bukhari lakukan. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, 

pada tanggal 24 Rajab 261 H dengan mewariskan sejumlah karyanya 

yang sangat berharga bagi kaum Muslim dan dunia Islam. 
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2. Akhir Hayat Imam Muslim 

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat 

pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah 

Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama 

hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat. 

3. Para Guru Imam Muslim 

Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, 

diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, 

Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, ’Amar an-Naqid, 

Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa’id al-Aili, 

Qutaibah bin sa’id dan lain sebagainya. 

4. Kitab Tulisan Imam Muslim 

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya 

cukup banyak. Di antaranya: 

• Al-Jamius Syahih 

• Al-Musnadul Kabir Alar Rijal 

• Kitab al-Asma’ wal Kuna 

• Kitab al-Ilal 

• Kitab al-Aqran 

• Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal 

• Kitab al-Intifa’ bi Uhubis Siba’ 

• Kitab al-Muhadramain 

• Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin 
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• Kitab Auladus Sahabah 

• Kitab Auhamul Muhadisin. 

Sedangkan Kitabnya yang paling terkenal sampai kini ialah Al-

Jamius Shahih atau Shahih Muslim. 

 

B. Abu Hurairah 

1. Tempat dan Tanggal Lahirnya 

Beliau dilahirkan 21 tahun sebelum hijrah tepatnya pada tahun 598 

Masehi di daerah Yaman, beliau dilahirkan dari kabilah bani Daus, beliau 

masuk Islam pada awal tahun ke-7 hijriyah tepatnya ketika Rasulullah 

berada di Khoibar, yang disaksikan oleh Rasulullah, kemudian beliau 

senantiasa bermulazamah kepada Rasulullah untuk mendapatkan ilmu dari 

beliau, beliau adalah shahabat yang paling banyak menghafalkan hadis 

dari pada shahabat yang lainnya, hal ini merupakan barokah dari do’a 

Rasulullah kepada beliau, Rasulullah mengakui akan semangat yang 

dimiliki oleh Abu Hurairah Rasulullah dalam mencari ilmu. 

Beliau adalah salah seorang yang menerima pantulan revolusi 

Islam, dengan segala perubahan yang ia buat. Dari orang upahan menjadi 

induk orang yang mengupah atau majikan, dari seorang yang terlunta-lunta 

ditengah-tengah lautan manusia, menjadi imam dan ikutan Dan dari 

seorang yang sujud kepada batu-batu yang disusun, menjadi orang yang 

beriman kepada Allah. Beliau berkata, “Aku dibesarkan dalam keadaan 

yatim, dan pergi hijrah dalam keadaan miskin, aku menerima upah sebagai 
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pembantu pada Basrah binti Ghazwan demi untuk mengisi isi perutku. 

Aku lah yang melayani keluarga itu bila sedang ingin berpergian, sekarang 

inilah aku, Allah telah menikahkanku dengan putri Bushrah, maka segala 

puji bagi Bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tiang penegak, dan 

menjadikan Abu Hurairah ikutan umat.” 

Abu Hurairah adalah seorang alim, ahli ibadah, ahli tasawuf, dan 

yang selalu mengikuti perang di medan pertempuran, demi mengagungkan 

kalimat Allah. Dia mengikuti perang Tabuk pada masa Nabi SAW, dan 

setelah wafat Nabi, dia pun ikut berperang melawan orang-orang murtad 

bersama Abu Bakar As-Shiddiq. 

2. Wafatnya Abu Hurairah 

Beliau wafat di Madinah An-Nabawiyah, ada yang mengatakan 

bahwa beliau wafat di Al-‘Aqiia. Dan dimakamkan di Baqi’. 

Dia kemudian dibawa ke kota Madinah di mana anak-anak 

‘Utsman bin Affan’ (Khalifah ketiga) mengusung kerandanya ke maqam 

al-Baqi, sebagai balasan terhadap penghormatannya kepada Ayah mereka. 

Salat jenazahnya dipimpin oleh al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, 

gubernur Madinah, kerana Marwan dipecat. Al-Walid memimpin salat 

jenazahnya setelah salat ‘Asr berjamaah. Pada saat pemakaman beliau, 

ibnu Umar termasuk diantara yang mengantarkannya, dan beliau hingga 

menangis karena seringnya belau mendo’akan rahmat kepada Abu 

Hurairah. Dan beliau berkata, ”Abu Hurairah bagi kaum muslimin adalah 

seorang yang menjaga hadis Rasulullah.“ 
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Beliau wafat karena jatuh sakit pada tahun 57 atau menurut sumber 

lain 58 dan ada juga yang lain menyebutkan 59 Hijrah (678 M). Beliau 

wafat pada usianya yang ke-78. Al-waqidi menyebutkan bahwa abu 

Hurairah mensholati jenazah Aisyah tahun 58 hijriah dibulan ramadlan, 

dan juga mensholati Ummu Salamah pada bulan syawal tahun 59 hijriyah. 

Dan pendapat terakhir ini yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawi. 

Al-Walid kemudian menulis surat kepada saudara Ayahnya, 

Mu’awiyah, seorang khalifah memberitahunya tentang kematian Abu 

Hurairah dan dia membalas: “ Carilah orang-orang yang masih ada dan 

bayarkanlah mereka 10 000 dinar. Jagalah kaum kerabatnya dan berbuat 

baiklah dengan mereka, kerana dia merupakan salah seorang yang 

membantu ‘Utsman dan bersama-sama dengannya dalam rumahnya.” 

Di antara kaum kerabatnya yang masih ada yang kami ketahui 

ialah anaknya, Muharrir bin Abu Hurairah dan anak perempuannya yang 

dia selalu sebutkan: “Bapakku tidak membenarkanku memakai emas 

kerana takut akan api neraka.” Diketahui juga bahawa Muharrir 

mempunyai seorang anak bernama Naim. Dialah yang menceritakan 

tentang Ayahnya bahwa dia memiliki tali dengan 1000 buah manik. 

3. Keunggulan Dipanggil Abu Hurairah 

Abu Hurairah sering juga disebut Abdurrahman bin Shakhr Al-

Azdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu, adalah seorang Sahabat 

Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak 

disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni. Ibnu Hisyam berkata 
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bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin dan ada pula 

yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur Rahman bin Shakhr. 

Abu Hurairah (inilah yang masyhur) atau Abu Hir, karena 

memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajaknya bermain-main pada 

siang hari atau saat menggembalakan kambing-kambing milik keluarga 

dan kerabatnya, dan beliau simpan di atas pohon pada malam harinya. 

Tersebut dalam Shahihul Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah memanggilnya, “Wahai, Abu Hir”. 

4. Banyak Hadis Yang Diriwayatkan 

Beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak 

meriwayatkan hadis dari Rasulullah, beliau meriwatkan hadis sebanyak 

5374 hadis. Dan lebih dari 800 orang yang meriwatkan hadis darinya. 

Sewaktu datang masa pemalsu-pemalsu hadis yang dengan sengaja 

membikin hadis bohong dan palsu, seolah-olah berasal dari Rasulullah. 

Mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalah gunakan 

ketenarannya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Saw; hingga sering 

mereka mengeluarkan sebuah hadis dengan menggunakan kata-kata 

”bekata Abu Hurairah….” 

Abu Hurairah berhasil lolos dari jaringan kepalsuan dan 

penambahan-penambahan yang sengaja hendak diselundupkan oleh kaum 

perusak kedalam islam, dengan mengkambing hitamkan Abu Hurairah dan 

membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya. 
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5. Nilai Hadis Yang Diriwayatkan 

Kriteria hadis shahih antara lain hafal rawinya bersfat adil, dhabit 

(kuat ingatannya), sanadnya tidak putus (bersambung-sambung), hadis itu 

tidak ber’illat (cacat), tidak janggal (tidak bertentangan dengan hadis lain 

yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih rajin). Dalam hal ini hadis-hadis 

yang diriwayatkan Abu Hurairah memenuhi syarat-syarat di atas. Apalagi 

kekuatan ingatannya yang sangat kuat. Selain itu, beliau meriwatkan hadis 

sebanyak 5374 hadis. Dan lebih dari 800 orang yang meriwatkan hadis 

darinya. Hal ini menguatkan hadis-hadis yang diriwayatkanya masuk 

kedalam kategori hadis shahih. 

 

C. Imam An Nawawi 

Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia 

lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada 

tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama 

beliau, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang 

fiqih dan hadits. 

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di 

distrik Rawahibiyah. Di tempat ini beliau belajar dan sanggup menghafal kitab 

at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian beliau 

menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun 

tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad. 
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Semasa hidupnya beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut 

ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas 

terpaan badai kehidupan. Pakaian beliau adalah kain kasar, sementara serban 

beliau berwarna hitam dan berukuran kecil. 

1. Guru-guru imam an nawawi 

Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti 

Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, 

Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid 

bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, 

Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar. Dia belajar fiqih 

hadits (pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq 

Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian belajar fiqh pada Al-

Kamal Ishaq bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin 

Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya. 

2. Murid-murid Imam An nawawi 

Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Iman Nawawi. 

Di antara mereka adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, 

Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan 

yang meriwayatkan hadits darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya. 

3. Karya-karya imam an nawawi 

� Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (ب�������	
 panduan hukum ,(ا�����

Islam yang lengkap. 

� Minhaj ath-Thalibin (����	ةا��������������������
��������������). 
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� Tahdzib al-Asma (ء������ ��!). 

� Taqrib al-Taisir (� ا�����	������ .pengantar studi hadits ,(ا���� ��ا���#�������"

� Al-Arba'in an-Nawawiyah (" و�ر%�������ا), kumpulan 40 -tepatnya 42- 

hadits penting.[1] 

� Syarh Shahih Muslim ('(#�)�)*��+), penjelasan kitab Shahih Muslim 

bin al-Hajjaj.[2] 

� Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari 

�"ا���ر )*ـ(�(���ـ-�ري)�)���/#�!��). 

� Riyadhus Shalihin ( 3[،)ر ���1*��(�0 ] kumpulan hadits mengenai etika, 

sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam. 

� Tahrir al-Tanbih (ا������ �)!6 ). 

� Al-Adzkar (%�ار�ذآ�را����-�"���78#��ا�ا), kumpulan doa Rasulullah.[4] 

� At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Quran (ا�����?��<دا%(�)"ا���>ن). 

� Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti (����#ا���ىوا������دا%����<). 

� At-Tarkhis bi al-Qiyam ( A��� و�(�������*�B7ما����)�ا��E��" Fه�7 ). 

� Matn al-Idhah fi al-Manasik (G����������A �����), membahas tentang 

haji. 
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LAMPIRAN III 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2004 

TENTANG 

JABATAN NOTARIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang: 

a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hokum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang 

berintikan kebenaran dan keadilan; 

b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan 

tertentu; 

c. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam 

pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan demi tercapainya kepastian hukum; 

d. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai 

salah satu kebutuhan hukum masyarakat; 

e. Bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang 

mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan masyarakat; 

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Jabatan Notaris; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS. 

BAB VII 

AKTA NOTARIS 

Bagian Kedua; 

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta 

Pasal 54 

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan 

isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal 55 

(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta 

mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut 

ditandatangani oleh Notaris. 

(2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan 

Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 

(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta 

memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa 

“diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang 

memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. 

(4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan. 

Pasal 56 

(1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang 

dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel. 
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(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada 

salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. 

(3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan 

yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan 

cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. 

Pasal 57 

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat 

di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol 

Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris 

Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. 

Bagian Ketiga 

Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris 

Pasal 58 

Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, 

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang 

diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di 

hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela 

kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, 

dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama 

semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa 

orang lain. 

Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 

2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. 

Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas 

Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis 

Pengawas Daerah. 

Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang 

jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. 

Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah 

tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari 
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mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela 

kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, 

dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang 

yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. 

Pasal 59 

(1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah 

tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun 

menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. 

(2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua 

orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, 

dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di 

bawah tangan. 

Pasal 60 

(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris 

Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta. 

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang 

dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan 

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. 

Pasal 61 

(1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis 

salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat 

pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya 

kepada Majelis Pengawas Daerah. 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, 

secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara 

tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

Pasal 62 

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: meninggal 

dunia; telah berakhir masa jabatannya; minta sendiri; tidak mampu secara rohani 

dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus 
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menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjadi pejabat negara; pindah 

wilayah jabatan; diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak 

hormat. 

Pasal 63 

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling 

lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol 

Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima 

Protokol Notaris. 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan 

Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang 

ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. 

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan 

Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk 

oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 

(tiga) bulan. 

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh 

Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis 

Pengawas Daerah. 

(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 

25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima 

Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. 

Pasal 64 

(1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara 

diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. 

(2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. 

Pasal 65 

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 

Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun 

Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan 

Protokol Notaris. 
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KUHP  

Pasal 263 

(1) Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan 

dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-

olah surat itu asli dan tidak palsu, jikalau pemakaian surat itu menimbulkan 

kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya enam tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan 

sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu 

asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 

kerugian. 

Pasal 264 

(1) Yang bermasalah karena memalsukan surat dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:  

Ke-1 : Surat pembukti resmi (akta otentik) 

Ke-2 : Surat utang atau surat tanda uang dari suatu Negara atau sebagainya 

atau yang dari suatu lembaga umum. 

Ke-3 : Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari 

suatu perhimpunan, yayasan, perseroan atau maskapai. 

Ke-4 : Talon atau surat untung sero (dividend) at u surat bunga uang, dari 

salah stu surat yang dituangkan pada ke-2 dan ke-3, atau tentang surat 

pembukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu; 

(2) Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat 

palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah 

surat itu asli dan tidak dipalsukan, juka hal memakai surat itu dapat 

mendatangkan kerugian. 

Pasal 265 

      (dihapus dengan staatblad 1926 No. 359 jo. 429). 
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Pasal 266 

(1) Barang siapa menyuruh  memalsukan keterangan palsu kedalam surat pebukti 

resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, 

dengan msksud untuk memkai atau menyuruh orang lain emmakai akta itu, 

seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika al memakai akta 

itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamnya tujuh tahun.  

(2) Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai akta 

itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai ajta itu 

dapat mendatangkan kerugian. 
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